
BUPATIKAPUAS 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURANBUPATIKAPUAS 

NOMOR 36 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAPUAS, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kapuas N omor 6 Tahun 201 7 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

Kapuas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 

9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Be bas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

In.donesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia N omor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041). 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155). 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, 

Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, Dan La po ran 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 198); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 

Nomor 16); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 

2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kapuas Nomor 33); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 

201 7 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
Anggaran 2018, terdiri atas: 

( 1) Pendapatan Daerah 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

97.695.698.000,00 

l.483.292.894.000,00 

261.181. 775.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.842.170.367.000,00 

(2) Belanja Daerah 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Hibah 

4) Belanja Bantuan Sosial 

5) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa 

Rp. 623. 562. 822. 000 ,00 

Rp. 3.600.000.000,00 

Rp. 64.916.571.000,00 

Rp. 10.784.800.000,00 

Rp. 2.335.000.000,00 

6) Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 267 .295.207 .000,00 
Provinsi/Kabupaten/ Kota, 
Pemerintah Desa dan Partai Politik 

7) Belanja Tidak Terduga 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/ (Defisit) 

(3) Pembiayaan 
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Rp. 3.000.000.000,00 

Rp. 975.494.400.000,00 

Rp. 2.543.400.000,00 

Rp. 529.494.486.000,00 

Rp. 475.098.714.000,00 

Rp. 1.007.136.600.000,00 

Rp. 1.982.631.000.000,00 

Rp. ( 140.460.633.000,00) 



.. 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

144.719.633.000,00 

4.259.000.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp. 

140 .460 .633 .000 ,00 

0,00 
Berkenaan 

Pasal 2 

(1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dapat 
dianggarkan pendanaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia. 

Pasal 3 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas 
Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas. 

Diundangkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 

Ditetapkan di Kuala Kapuas 
pada tanggal 

BUPATI KAPUAS, 

ttd 

BEN BRAHIM S. BAHAT 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

ttd 

RIANOVA 

suai Dengan Aslinya 
ukum 

rah Kabupaten Kapuas, 
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